BAB IV

KETENTUAN PIDANA PASAL 22 UU NO 4 TAHUN 1982 DALAM ¥ISI
YURIDIS ISLAM

A. Perbuatan pidané terhadap lingkungan hidup dalam kerang-

Ei hukum Islam

Dalam hukum Islam perbuatan ( tindak ) pidana disebut
sebagal jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang dian -

cam oleh Allah dengan had atau tat'zir,(A, Hanafi, 1986 : 1).

Sedang unsur-unsurnya sehingga dapat dikategorikan te
lah berbuat jarimah meliputi ;

1., Nas yang melarang perbuatan dan mengancém hukuman terha-
dapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai " unsur
formil * ( rukun Syar'i ).

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik beruﬁa
perbuatan-perbuatan nyata ataupmm sikap tidak berbuat ,
dan unsur ini biasa disebut " unsur materiil " ( rukun
maddi ).

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat di
mintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbusms
atnya. Dan unsur ini biasa disebut " unsur moril " (ru =-

kun adabi ). ( A, Hanafi, 1986 : 6 ).

Dengan adanya unsur- unsur ini, maka apabila seorang
melakukan suatu perbuatan yang tergolong Jjarimah, maka akan

dapat dikenakan uqubahnya,

Jikalau dalam bangunan hukum positif (KUHP) diadakan



dua macamzpembagian.mengenéi tinda- pidang , yaltu 3

1, Tindak plaona kejahﬁtan.( buku LI KUHP ), dan

Tlndak pldana pelang baran ( buku 111 VUUP'X{3

] > r !
an jenis hukuman dalam I%lam masih terdavau pprbedaan al ka»

I

_langan para ahli hukum Islam ( Fugaha' ).

. ' . SRR R
T.'Abul Qadir 'Audah membagi Jenis hukuman: menjadi tigaba -
gian, yaitu ; | ‘ -

]
i

a. Jarimah hudﬁd

b, darlmah OLSBS dan diyat, serte | n ?V

- I

c. Jerimah tatzir. ( 'Abul Qadir 'audah 78 )

2. Al Hawardi membagi jenis hukuman menjadit;

)
<

Hudud dan ' B

b. Ta'zir. ( Al Mawardi, 1973 : 221 ).

wardi

18 ).

bedengknn Abu‘éahrah sebenarnya Jugavsec

.!~

: »‘a- o

athu Bahsans1,

]

‘Jenis ini terdiri atas hukuman had dan qiSﬂo 'serta

2, Hukuman yang tldak ditentukan ( gairu 'l m&bdu&aﬂ ) ya~{ff5ﬂ

itu berupa ta'zir, ( Abu'Zahrah : 63 ). if~§ij

o




Namun dari kedua penﬁgk pembagian di,gtas,‘dapat dikom.

promikan, bahwa jenis‘»‘jenis hukuman -itu dapat?dikélompokkan
menjadi 2 bagian, yaitu ; hukuman hudud dan ta‘ZlD.iF' Kéfeqa

bukuman qiéés dan diyat adalah Jenis gukuman yang Terdapat ke

tentuan. hukumya di dalam nas . Qleh karena ltu hukuman QlSBS‘

dan diyat:tergolongihukumanihudﬁd. :
° |

Di bawah ini diventumkan pengertian Jarimah - jarimah ... °

di atas.

Menurut Tbrahim Halabi, sebagaimana dik@tivar. Hali. -

e wrs . )
man, SH. bahva pengertlan had ( hudhdg adalah ; huxuman',yang

tertentu ( muga addarah ) yang dlterangkan di dalam al- kitab
dan suanah dan 13ma' yang diwajibkan- - yaknl wanlb bagi imém
wntuk menegakkarnya setelah terbukti qude tetap Sdeb"oebab
nya yang merupzakan hak Allah Tatala. ( hallman. 1971:* 375_).

Dan yang tergolong Jarimah ini menurut Ibn Hazm 'mellpuﬁi_;

riddah, pm&amwahm,zum,manﬁd1mna,m¢mmﬁummm1kef”

ras baik mabuk maupun tidak, mencuri dan;pengacau ( Ihn Hazn-

375 ).

leas diartikan uebagdL pemba]asan yang uerupa dcnvan

perbuaten atas pembunuhqn atau melukai aLau moJusuAhan angota

badan- atau men5h17anvhen manfaatnya sesual a Pan ( Jirayat )
pelangzaran yang dibuatnya. ( HMK. Bakri; 2# ) Atau dapat

dikatskan bohwa hukumen gisds adalah hulcuman (1dloalaa ) se -~

. o !
i

timpal dengan perbuatannya. { A. Hanafi, 19856 § 279 ).

Diyat -adalah harta benda yang wajib dituﬁaikan’oleh:Sen

bab tindaken kejshatan, kemudia diberikan kepa@a sikorhan ke~

P S DU ST




cahiaten atawi kepada walinya. ( Sayid Saviq, Juz X.; 90 ).

Diyat meliputi dendz sebagei penggenti qisas den denda

selain qisas. (Bayid Sehig, juz - X : 90 e Sédang [Henafi

. ° ] : N :
perpendapet béhwa,qiéés - dlyat aeda lima, yaitu ; pembunuhan_
sengaja, pembunuhan semi sengaja,>pembunuhaq tidak sengaja
oenganiayaan dan penganiayaan tidak sengaja. ( Hanafi, 19284 .

48 ).

-,

Meski ada diyat pada selain qis5s, namun sekali- kali

[

diyat itu tidak dapat mengganti hukuman yang tergolong hudud,
sebab pada Jorimah hudud, hakim hanya bertugas meloksesnakan -
hukun-hukun yang telah ada tanpa merobah sama sekali. ketentu-

an vang ada di dslam nas.

Ads beberapa pengertian tatzir yang dapat dikenukaken

di sini ;

lJenurut Abu Zahrah ; ‘ |
o‘ ® gy b 0 4 o "' ‘ " ' M W le

. . - 90 sy
Jarimah-Jjarimah toatzir adslah : jarimah yong tidak 4di -~
tetapkan ketantuan hukumysa oleh Syarit dalam nas. baik
1as qurien maupun hadi$ Nabawi. ( Abu Zzahrah, 1976:123 ),

Dalam kesempatan lain AbU Zahrah mendefinisikan Tatzir

\ . .\ , . " ‘ y
./*1‘9’".-é?\“J\)’Lﬂa‘)v%VQALﬂS\;b\T934ﬂ\9j)V%V‘¢\
Totzir adalah hukunan vang tidak ada nasnyaz yang tegas
mengenal ketedtuannya ( kadarnya ) dari®syarit. ( abu
Zohrah @ 75 ), ‘

'abdul Cadir ‘audah mendefinisiken ta'zIr sebagai ;

5 Julg ; Ju,oj ey e ,
) i lesd o 5 Scois o s e
Ta'tir sdalah hukuman ta'2ib (edukatif) atas perbuat-
an aosa yang tidak disyaritatkan ketentuan padanys,
('abdul Cadir taudah : 680 ), ;



°

Sementera Hasbi menyatakan bhahwa ;

€rily¢uvéyﬂb;ﬁ$2bgﬁi?,¢q5ﬁ3:.jgﬁ‘
Tatzir adalah menjatuhken hukunan siksa yang tidak di
tentukan kadarnya oleh syara', ( Hasbi, 19¢8 : 134 ),

Do Abdul taziz 'anIr memberikan bnta.;L bohwa teszir;

Sl ¥y lebus ¥ a4 0y

Hukuman. bagi setiap maksiyat yang tidak ada huliuman

hadnya dan tidek ada kafaratnya. ( 'abdul taziz 'amir:

33 ). T -

Dari beberapa pendapat mengenai hukuman ta'zir terse-
but, sama-sama dapat dipahami bahwa tatzIr merupaken Jjenis
hukuman yang nyate - nyata nas. tidak menyebutkan. ketentuan

hizkumya mengenai Jenis perbuatan maupwnm kader / ketentuan:

hukumannya ( uqubahnya ).

Hulium Islam ternvate dalam membicapakan persoalan tai

- s | . . . . 3 - e

zlr ini memberikan porsi yang luas., Dan masalah ta'zir  ini
nukum Islam dengan prinsip menyerahkan masakah ini kepada

pertimbangan penguasa atau para hakinm.

Diseréhkan'yang demikian kepade penguass adalah agar
danat disesuaikan merurut perkembangan turf sctempat ., (Hasbi,
1083 101). Bab tatzir ini terbuka luas dan masing- masing
ahli ijtihad dapat mengembangkan ijtihadnyag( Hasbi, 1888
135 ). Lagi pula hukum ta’zir.ini tiada dipersélisihkan}(Hag
bi, 1986 : 553 ) keberadaan dan kehadiraannya d@lam struktur

hulcum Islan,

Terhadap perbuatan pidana (celilk) penyalahguwnasn penge

lolasn lingkingen hidup sebagaimana pada bzhasan terdahtlu ,



yang termaktub dalam ketentuan pidana pasal.22 Uu NO h-tahun

1282, bahwa delik kauevorl ini merupakan Derlstlwa pldana ba. T

ru yang timbul dalam hukum Islam, maka sudah’ barﬁng tentu ke 4 g
tetapan hukumnya tldek terdapat dludalam'nas fal qur!an'mau~ |

pun as sunnzah,

~ Sehingga dengan demlklan perbuatﬁn pldana Sebagalmana -
diformulasilkan dalam pasal 22 Ubdanﬁmundano 1n1 bgydasar pa~;’

da pengertlan uqubah ( hukuman ) yaag ada maka dapat dltP

m'mmmhmg%a

uapkan seoagal Jarlmau yang dapat dlgatuhlf

o e ‘
zir, Dan sebagalmana nula panaangan para 'ulama én"ngﬁfaf ST
zir ini, mﬁha segala hal yang berqangkut pauL dengan Lq121r

dlsmrahkan oepenuhnya pada para penguasa- atauihdklm'

Hanva saja agar hukuman ta'21r ini d“paﬁ d_terapkan
maka harus memenuhi borbagal persyaratan yang manadl unsur .'“
suatu perbuatan. oldanqa Dengan demlkadn pemldanaﬁn 1tu dapat

~dilaksanakan ( leetuhkan )

dalam rasalah ta'21r ini, Karena hukum Islamvguga-mémandung,
bahwa ' apatah itu pebbuatan'dllakukan«orangmsgqrgn mkelompok 3; B
.orang maugun badan hukum, asal saja pcrbuataﬁdyé dapat memoa '
hayaﬁan naslahat umum, maka boleh uaJa dltlndak seﬁab tlﬁlx‘
teLan tuguan hukum Iislam adalah mewuaudkan maslahat”umum 1n1

sebesar-besarnya bagi manuqla,

x B N



‘B, Ketentuan pidana pasal.22 UU NO & tahug 1082 dah.kaltann§g;

‘dengen. tarzIr -

Sebelum pembahasan dilakukan, maka dl oinl penulls ue—
ta?k an. obyek.ﬂembahasap pada bab ini, altu mengenal besarpyaf}17
ketentuan pidana fang tercantum dalamApasal ZZTundangfundang.;7

tersebut, Den di bawah ini aljan dikemukakan'definisi*obyekiq1‘ *ﬁV7?

maksud,

- Keterrtuan diartikan sebagai 5 sesuatu yang tentu atau o

yang telah ditentukan, ketctapan, kepastlan, ( 4odarm1nto,

RE -
1976 1054 )e bedang //ﬂang menuru+ s lau mat(}pengertlannya,w .

dalam kamuo ydnr~ Sama diartikan sebagal kliab’undanﬂ~undwng

. I

. v

mengenai hakuman-hukuman kejahatan.

: L.
: ~¢‘}-

Jadi yang dlmaksud ketentuan pidana dl ulnl adalah hu~ _ B

e
i

vaan-hukuman keaahatan yang telah dltentukan.g ";5

'

Sl ey

Sedangk hukuman Yyang tercantum di aa1am 5etentuan pi-
dana paaal 22 U NO 4 tahun 1982 adalah. beruoa pldana penaara
dan atau denda dengan hetentuun maksimal yaug tclah diTGiOD -

kan dalam pasal tersebut

Aaanun pembahasannya adalah den"an cara mengavtkan per

soalan tersebut a:ngan hukum Islam dengan tldak luna menﬂlkut o !

: S

sertakan para ahlinya ( fugasha' ) mengenai oeoar kecilnja ta= ;
q o

qubah ta z¢r sebagai sanksinya dan hal-hal 7aﬁn yang: alpan - o

dang perlu melalpl pr1ns;p-pr1n51p dasar hukum.;ulam:guna'me*

i

netapkan status hukbmnya. ' . Lo | o vvaxi




‘Wancara dengan Bapah Ahmag haaan SH. ). f§ﬁ,

Telah dijelaskan bahwa perbuataa.pldana punyalahguna nt
pengelOIPan lingkungan hidup dalam kerangka hukum Iulam ter -
golong jq:ETEE_EELEiF, Dan karena ta'21r merupakan Jenis hu -
kunan yang tidak dmtctapkan oleh nas, naka dapat 01meiapkan‘;
bahwa pelakoaﬁaan tatzir meruoakan perqoalan yang bersifat ij
tihadi, dan dengen demikian bersifat relat¢1 sesual dengan

pertimbangan kemaslanauan dan - s¢tu351 dan 51tua51-kondlsl ma-;

(

syarakat atau dengan kata lain kepastian hukumnya di'serahkan

kepada kebijaksanaan pemerintah,

Meskipun demikian, yang melaksana man keﬁeradaaﬁ hukum' 
tatzIr itu berada dalam kekaauaan hakvn, korena haklmlah yang =
panya tugas pokok mtuk ncmbellakukannya. Haklklah yan bera— '

da di garis depan demi terlakssnanya penerupan huluman tatzir

ini atas pelaku. : 'vffi .

: ;-'t'-m
. !v

et

Nengenai pelaksanaan pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 bPr;aaf’"

I :
di tangan haklm. Hakim bebas meneniukan=beaar~ke01lnya .madar._‘

pidana dengan memperhatltan dan mempertlmbangh n oegalo *ak -

‘ ,
tor oesual dengan proseour perundang-undanpan Hanya saJa du

lam menaatuhkan pldana tidak dlporbolehkan meleblhl batgs mdk

simal ygng telah diLcntukan pora1urqn perundanbwundanzan.‘(Wa‘

] !
l

. .. P . Ceaerl
Dikatakan bahwa hal ini merupakan soal ijtihadi, sebab

persoalan tersebut telah terpenuhi syarat untuk memasukkan

ke dalam kategori ijtihadi.

Adapun lapangan yang menJjadi obyek ijfiﬂadi mgliputiy}

i
s
i
g
K]
i




T

1o Lapangén.hu un yang dlbawa oleh nas jang daqnl ke&uduk
annya, tetapi qd}'l pengertlannya, Nafpyang Semacam'ijﬁ.'
hanya terdapat dalam-al‘qur'an:dan.hadi mutawailr Ma-
ka obyek ijtihad di sini hanya’ah dar1~se91 penvertlann j_
nya saaa yakal kedudukan hulsum- yanﬂ dll ﬁggﬁg;}

R M

annya, tetapl qot'l penpertlannya. NaQ-l'

ni hdnya terﬁapai dalam ‘hadis., Mgga obyo ]
hal ini ada;ah harg$»meneliti~$égi7sadad
'dgq.juga pertaliannya dengén N@bi ("ﬁata

3. Lapangan hukumfyangfdibawa oleh ﬁaé.yﬂngL

ri segi kedudukannya ?tQUpun dari begl pﬁngertlanrya‘;(*

Wik,

pembohasan %ecara mu¢taldhmlhadls ) dan- hukum yang se ::i

dang dlcarl ( secara usul figh ).
h.vLapan gan hukum yang tldok ada nasnya ama oekall Dalamkf

bldan" ini seorang mujtahid bebds, tldél”

had dengan menvgunaﬁan bermacam-macam metode antdra la-
in dencan cera menggunﬁkan qQiyas, .mablahah mursalah, is

tlhsan 1stlshab 'urf dan dalxbdaltlhhkum yang ldln. J
( Torus H. Alkaf, 19a 226 ~ 27 ),

RN i
~..'.f( :t; )

Tegasnya Obyek darlpada lJtlhad dtu ada gua macam ber-'r“”

ﬁama perkara yvang sudah ada nasnya akan teuapl danpl dalalah— ﬁgf

‘nya ( peng tlaunya ); dan. kedua terhadan perkara yang tldak'fi“i

ada nas ( ketentuan ) sama sekall J( Idrus h. Alkaf 19 88;,.»;.~

27 ). ' - :

Dalam hal ketentuan pidana dan kadar huluman terhadaaf

l




Lapangan ijtihad ini luas sékali; lébih%lébih.dalam

masalah pidena ini, mengingat nas al qur’anidaﬁﬂal'héd554
’ i
yang membicarakan hal ini sedikit sekali, blla dlbandlngl

dengan Jumlah ayat. al qurtan dan hadis secara keseluruhan°

Di dalam al qur‘qn hanya 1ﬁ1dﬁpaL QO'ﬁ'

cara’ tenuanr krlm_nll ( Harum Nusutlen, 19 74

Dalam berijtihad ada beberapa ‘hal yaaL harwﬂldlpprham

tikan, yaitu ; - j'g" o o
S } . : O S s
1. Perbaikan.moral , S R S i

, - L

2. Tegaknya koadllan.

3, Merealisasikan: kemaslaqa Can. ummat, ( Arrvualah edisi

perdana, tanpa tahun. 3 19 ),

~danrikadar hu =

Oleh karena itu dalam menentukan jeni

kuman harus selalu memperhatikan ketiga hal tersebut,

Sedan kan motif syaritat muwaglbkan lJtlhdd adalab ;

;

' »; ;E',» = . {

1. Arar dalam mengombanﬂhan Syaritat Is éam ( dalom bld g ig
hukum ) tldak menggantungkan dengan adﬁnya V b1~oampai’ 1

hari kiamat sebagai syaritat - Syarl!et Ipldm.. .
ZmeamJgﬂﬂhmmﬂQnhRWMMMWlﬁmgtﬁmmmmgda;

lam al qurr'an dan as sunnah. . ‘;5" ' ; |
3. Supaya’QURﬁm—hukum hasil istimbat dari sﬁ&ﬁer ésalhya»

i
>

1tu tidalk bersifat statis dengan perkembingsn yang me<:




73

nntutnya. ( Idrus H, Alkaf, 1988 : 20 - 21 ).

Tujuan hizkum wmntuk merealisasikan kemasla?atén térse~
but harus memperhatikan ketiga faktor di bawah ini ;

1. Kebutuhan yang bersifat ?arﬁri, yaitu'sésuatm.yang men
‘jadi pokok kebutuhan kehidupan mghusia dan walib ada -
nya wntuk menegakkaﬁ kemaslé@atan bagi manusié ( pri -
mer ), Apabila tanpa adenya sesuatu itu, maka akan ter
'ganggu kehermohisan kehiduopan manusia,.dan tidalc dkan
tegak kemaslahatanmkemaéla?atan mereka, serta tefjadi-

. e 5
lah kehencuran dan kerusakan bagi mereka, Hal-hal yang
‘barsifat primer (daruri) bagi'manusia dalam pengertian

° ‘ . i

ini bherpangkal kepadaAmemeliharavlimé pérkara ; agama,
jiwa, akal, kehormatan dan harta., Jadi memilih salzah
satu di antara lima perkara itu adalah merupalan. kepen
tingan yang bersifat primer bagi manusia,

2, Kebutuhan yang bersifat hajji ( sekunder), ialah untuk
sesuatub yang diperlukan bagi'manusia déngan_maksud is]
tuk membuat ringen den lapang. Juga uatuk menanggulang
i kesulitan-kesulitaen beban yang harus dipilcul dan ke~
payahan-~kepayahan dalam mengarungi kehidupan, Apabila
hal ini tidak terpenhhi; tidak berarti dapat merusak ke
harmonisan kehidupan hanusia dan. tidak axen ditimpa o=

.'leh kehancuran, seperti jika kebutuhan ?aruriyah +idak
dapat terpenuhi. Hanya'saja manusia akan menerima kepa
yahan dap(kesulitana Faktor-faktor luar bagi-manusia
dalam,pengertien ini berpangkal kepada tujuan mqnghil~

langkan Kepayshan mereka, meringankan dalam mengnggula



;‘2§A;,

ngi kesulltan~kesu11$on beban.hldup. Dan mudanlah bagl
mereka menempuh cara-carsa pergaulan,. pergunilJn dan ja .

lan-jalan menempuh kehidupsn. 3 _J

]
3

Y

Kebﬁtuhan.yang bersifat ta@sini; yaitgksésuatu yaﬁgvdi
tuntut oleh norma dénvtatanan hidup séité ncruerilaku;
menurut Jjalan yang luruso Apabila ha;&ifé.tiduk ada |

tidak berarti merusak heharmonlsanAkéhlcdpan uunu51a
seperti jika tidak adenya hal yang be rolfdt dulUPljah

Juga tidek ditimpa kepayahan seperti ieuika tidak adam“' f
nya hal yang bersifat hajjiyah o Hanya kehldqun mere—'

ka bertenﬁangan'dengan akal sehau dan nalurl yang su-::

iy

yeng harus dlnrvorlt skan da*l falktor yang l xnvdl;délamﬂmanyf

3 §

1982. mcngcnal kadar: lamanyg ‘penjara ( kurungan3)f
maka di bawah Inl akan dlsertakan beherapa dalll qﬂldah-q°~#vw
idah. flthyah serta- pondapet para 'uldma sebagax

dalﬂm meneuapkan otatus hukumnva,

1, Dalil al qur 'an ;



AGa beberapa ayat al qurtan yanj melerang manusia wm-
tuk menmbuat kérusakan di bumi, sebab akibat negatifnys akan
berbalik kepada manusia sendiri., ayat-ayat itu secara sing -

®

kat dapet diutarakan di sini sebagal berikut ;

f u’)«'}' b.ha.u 519 ( al 'araf : 56 ) : Janganlah
terbuat kerusaken di mulla oumi, qw_ﬂygwyj

( ol 'ankabut : 36, Asy Syura : 185 ); Janganlall kamu meraja

»

Al muha buni dengan berbuat kerusakan, ,__,aj)/ 2> W‘t,g Y

o

:7
a‘L

2l Qasas: 77 ) : Den jangenlah kamu berbust kerusakan dif

4 - -
muka bumi ), o ,',}s 3y v . ( al Qasas:77): Se
sungoulnya Allah tiada menyukail orang-orsng yang berbuat ke-

usakan, W &,Sw AL%JUU\,M W\/JQ’\}}‘S\ 5 ,L,,ﬁ' J,e.L |

( Ar Rum: 41 ): Telah tamnak kerusakan di darat don di laut

N

sebagal hasil bush tangan menusia, supaya allah merzsaken ke

oada merska ( akibat ) perbuatan mereka,

2. Dalil dari hadis

Adanya lsarengan dari Rasulullah wtuk berbuat yang da
nat menimbulkan bazhaya.
(q\a_‘;“,‘o,‘,y‘) ;_‘;«’)’;‘;J—«o,v
Tidak bolelr membuat kemudaraton dan membalos kemudso -

ratan.

Dari beberapa ayet al curtan dan l}adis di atas dapst

dlterap]f,.:an suatu Qa?idah " u§ﬁl fich '™ pengenai suatu larang

an ( nahi ) yaitu ; " Y. J, s >7¢



henurut,asllnya laranOdn ltu berartl mVnghwramhano_n,

( Mukhtar Yaha, Fatchurrahman, 1 ,86 210 )

Jadi adanya larangan berbuat.kerusanan dl buml dapat fﬂ

: :
dipahami seba ai hal yang 01haramman sebabﬁpengortlan 1t

ii_‘

S
lah yang dapat dlpegang, hal 1tu dlsebabkan perbuatan terse

g
but dapat membahayakan kehidupan manuola sendgrl ddlam mqua¢~

‘ .

dsilen pemenuhan kebutuhan yang ber51fat darurl. Jad¢ dapat
dikadakan bahwa membuat kerusakan di muka bumlfhukumnya ada—;

lah haram, dan yang mel kuhannja ‘berartn melakukan perbuatdﬁ»~
A S :

i

dosa / maksiyat, Larangan itu membuahkan penvertlan agar ma—<f

,,44

nusia me1aku1an perbuatan yang terpuji dﬁlam mengelola bum1

°ebaga1 sarana kppentlngan kelangsunpan kohldupan.manu51a

sanksinya,

Se Adanya qaldah f;thgah.yanvberbunyl f

-

’ i

Tidak. dapat dlln”kari

@Qaidah ini sangat mungkin untuk dlte;apkan dalam ner~3"‘
soalan ini, menglngat di . dalam nas tlada dlsebmtkan samavse-';
kali mengcnal Jenls dan kadar sankSJnya terhadap seseorang |
yang ‘membuat kerusakan di muka bumi 1n10 Dan oaldah 1n1 n@

nunjukkan betapa Islam sebagai hukumn membukansuatu usaha”un}ﬂ

Vi
Dot



tuk mengadakan pertumbuhan hiakcum dengan mendas?rkan‘kepada

kemaslahatano Ini berarti bahwa qaidah ini mendukung upaya

pemerintah dl dalam mengadakan pembanﬁunﬂn hﬁkpm ahfara lain,

kodifikasi dan unifikasi bldangwbldang”hukum'téftenﬁu serta
penyusunan perundangmundangnn baru yang angat dlbutuhkan.un
tuk mondukung pembangunan di berbagai bidang: sequalfdengan

tuntutan pembangunan serta tingkat keoaddran hukum 'dﬂn dlno

mika yang berkembang dalam masyarakat, Hal 1n1 terbukrl dquh;,

an adanya UU NO 4 tahwn 1982 sebagal produk uoayc tersebut
i berarti Hukum. Islam mengakui keberadaan'undang~undang

tersebut melaluil penetapan gaidah ini.

Dapat pulé dimasukkan gaidah yegg lainfqebagai' .daya
dukung atas ussha pemerintah di bidang peng aaadn sarana hu -

kum, yaitu ;

Tasarruf (tiddakan) imam terhadap rakyatl harus dihu’ -
bungken dengan kemaslahatan. (Asjmuni Abd. Rahman;1976
: 60 - 61.),

Adapun medan' pembahasan qaidah ini ialah¥padaffiqh si
yasah dan pezaturannperﬂLuran unum dalam pemerlntahan . dan

tlnoahan _serta kebijaksanaan torhadap rakyat ( Asjmuml Abd

Rahman, 1976 : 61 ).UU NO 4 tahun 1982 adalah nerupakan t1n~4

da Ken nyata dan keblaaksanaan yang diambil DemePlHLah dalam’

uqaha mewujudkan maglahat rakyat. : f'

|

Juga dapat.diterapken gaidah di bawah iﬂi,; .

Leac 5 *{}.’3 wt,_,;-x; (Q»‘

sane

whadl, b w,‘,ﬁ Lol Vu,w 5:‘




ku

oY

Hukumitu berputar bersama illainya dalam mcwugudkan )
‘den meniadaken hukum, ( Mukhtar Yahya Fatchurrahmdn,.‘,gg

1986 : 550 ).

Jadl tindakon pemerintah'dapat'dibéhéfEéA
men01bbakan dan memberleluAan 4ndang~undang lnl'
nya illat yang}dipakai s“baaal 7andasan.uniukjm
pidena dalam persoalen ini, yakni-mélngRQQi

sehingga Dberakibat rusak dan tercemarnya:linglun
Pendepat pera ‘ulama ( fucaha ) mengenai kadar

Ada beberapa pendapat mengenai kadar. tafzi

“we

Jlain
" a. Ada yeng Mengatakan bahwa tatzir tldak DO
ri 10 ( beUUth J kali “cambuls, Demiki nYﬁhJ

pendapat dari mazhab Ahmad dan'laianﬁiﬁ¢‘

b, aAda gang menga takan bahwa tatzir itu tldoF:;Oth.lelh-
dari bekurangmhuranc hu;uman had ’vazuu 40 at@u 80 kak'
1li cambuk. Demikian pendapat uebaglan ma?hab aqhab qu'?"

fiti, Abu Hanlfah dan Ahmad, ’2G'ﬁ?f3“

c. Ada vang mengatakan bahwa tarzir m@nUﬁut meslohat d3n7
menurut kejahatan yang dlbuatnya Lerserah kepada pcr~

‘tlmbangan,waliyul amri;-( Hasby, f1988 136

-dabmazhcb Abu YUsuf membolehkan ta ir aensan mengaml l"

“harta. ( Mehmout Syaltout 1986 ;. 434 )

\~‘ B

i keoada kadar had ( Hasby 1988 : 136 )

Ty
e - )

ngdang‘mengenai.ta'zir'deggan hukuman-matJ



|

vang melapang. Savid sabig, Juz-X , 1987 :155),
yang & » LI _

N
IMemperhatikan beberapa pendapat para !dlama imengenai
kadar dan Jeﬁls hukuman, ta'glr ini, namoaknyﬂutldak add A

pakatan nengenal oaL tersebutu Ini berarui menglnLatkan Da-

da pokok bahasan mencendl tatztr yang memang %1dak ada keten

L

tuannya di dalem 1as. Namun kehadlnan‘dan 1Lb0PddﬁJﬂDY8 su -

daf tldak dlpergellglhkau lagi., Dongﬁn demlklcnjteybuka ge_mv

ansmluaaaya wntuk menggunakan pola pikir'ijtihédi hanyassg

Ja dalam menemtukan kadar dan Jenis 13'21r ( hukuman ). dapat
|-

- mengikuti keugs7ahatan yang ada, dan Dula woweﬁqg ini Glbefl

kan kepada weilyul'amrl,sepenuhnya / penguasa;untuk memutus -

kannva,

Hanafi berkata ;.

Senentuen macam-nacamnya Jarimah ta‘zlr'dlaerabkdn FeD
de penguasa negara pada sesuatu masa,- dengan dlu@oualkan
k(_ljada kepen tingan y.mrr ada poada wak“cu J.Lu, ( Hanafl Yy
984 ;48 ). | o
Hukumen ta'zir merupaken landssan yangkuatdonsum -
bm*wmgpamhglwgipdeWMmtmwmg«im&ﬁQKMEBMI |
yan” pen@tanan hukumnva didasarkan pada kadar dan kOndloL ke~
Johatan vang beltallan dengnn penaﬂhat dan korbannya serto
tempat dan waktu »erwadlnya keJuhatan dalam segala_hal yang
naklm memandangnya . sebagai tindak pelanﬁgarantterhédap hak -
“hak 1nd1v1du ataupun hak masyarakat, Dan bahken dalam uegala
hal vang dlp“nddng membahdyahan ncmsslahntan dan ketcntarem~:
‘an- masyarakat, tanpa tetkat dan aﬁbata31 keou 11 olen muoya—

>W°rah ahli plklr den ﬁenaavat ( mqhmout avaltout 10 :434 g

= 435 ),




; ' Tlnaahan pemerlnmah dl dalam menetaakun kﬁdar dan Jje-
nls Dldana torhadap seseorang / siapa saJa gang?melakukau
aLu perbuatan yang oaoaf membahayakam ko>e1amatan llngkung'

—
: |
an«dengan gkibat tercemar»dan rusaknyazlln knngan tersmbut ’

,

o - L &
baik dilakukan dengan sengaja maupiun * dengan kelalalenz yang

pada hadekptpya mengancam kenaslahatan ﬂasyalakat¥den Juga .
unsuu-unsur lain- dalam l~n0Lnnganq telah ngeauaLKan anwan

l N
Aondlsl, waktu, tempat dan kepentingan padays ~>.

Lebih-lebih dalam masalah denda, selalu leepualkuu

dengan perk3mbangan masa, mengingat persoalén;dendé Lnl Oa -

pat selalu berubah aklbat oorhahnya nllal')uatu aenca -'paaa

sumtu W ktu, Oleh sebab 1tu d* dalam. DenJelasan pasal 22; Uy

’NO 4 tahun | 82 discbuthen babwa 3 dumlah-dof"ﬂsﬂb“galma—

na ﬁa”sebut daldm nasal ini adalan.n¢Jal nomlnal pad'usaat'

coxy - bk

mulai berlahunya updangwundan( ini v,

i perwbahan nllan denaa adalah perubahan nlldl-

¢{1960—-52) ‘

yang 1ntlsar1nya menyebutkan banwa mllaa dcndu hqruo d¢baoa

teraadl dalam RUHP deng an. PP. NO 18 tahun 1920?:;

Puplah dan dlllpatgaadakan mengadl 1ima belas hallo.

i




